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  ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan mengurai pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani mengenai Konsep kepemilikian 
dalam Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu sumber data 

diperoleh dari hasil penelaahan terhadap literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan. 
Sedangkan dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode deskriptif analitik dengan cara 

mengumpulkan data dan mengkaji dserta menelaah berbagai sumber tulisan yang memiliki relevansi 
dengan penelitian ini untuk selanjutnya dilakukan analisa. Konsep kepemilikian dalam Islam menurut 
pandangan Taqiyuddin An-Nabhani memiliki konsep yang berdeda dengan sistem ekonomi yang 

lainnya. Menurut sistem ekonomi Islam kepemilikan harta dari segi jumlah (kuantitas) tidak dibatasi 
namun dibatasi dengan cara-cara tertentu (kualitas) dalam memperoleh harta (ada aturan halal dan 
haram). Sistem Ekonomi Kapitalis jumlah (kuantitas) kepemilikan harta individu berikut cara 

memperolehnya (kualitas) tidak dibatasi, yakni dibolehkan dengan cara apapun selama tidak 
mengganggu kebebasan orang lain. Di dalam sistem ekonomi sosialis tidak dikenal kepemilikan 

individu (private property). Yang ada hanya kepemilikan negara (state property) yang dibagikan 
secara merata kepada seluruh individu masyarakat. Berbda dengan sistem Ekonomi Islam, yang 
mempunyai pandangan bahwa ada kepemilikan individu (private property), kepemilikan umum 

(public property) serta kepemilikan negara (state property). menurut Sistem Ekonomi Islam, jenis 
kepemilikan umum khususnya tidak boleh diubah menjadi kepemilikan negara atau kepemilikan 
individu. 

Kata Kunci: Konsep Kepemilikan,  Pengelolaan  Harta 

 

ABSTRACT 

This study aims to unravel Taqiyuddin An-Nabhani's thoughts on the concept of ownership in Islam. 
The research method used is a literature study, namely the source of data obtained from the results 

of a review of the literature in accordance with the problem. Meanwhile, in data collection, the 
writer uses analytical descriptive method by collecting data and reviewing and reviewing various 
sources of writing that have relevance to this research for further analysis. The concept of ownership 

in Islam according to Taqiyuddin An-Nabhani's view has a different concept from other economic 
systems. According to the Islamic economic system, property ownership in terms of quantity 
(quantity) is not limited but is limited by certain ways (quality) in obtaining property (there are halal 

and haram rules). In the Capitalist Economic System, the amount (quantity) of individual property 
ownership and the way to obtain it (quality) is not limited, that is, it is permissible in any way as long 

as it does not interfere with the freedom of others. In the socialist economic system, there is no 
private property. There is only state property which is distributed equally to all individuals in 
society. In contrast to the Islamic economic system, which has the view that there is individual 

ownership (private property), public ownership (public property) and state property (state property). 
According to the Islamic Economic System, the general type of ownership in particular should not be 
converted into state ownership or individual ownership. 

Keywords: Ownership Concept,  Asset Management 
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 PENDAHULUAN 

Memahami sistem ekonomi Islam secara utuh dan komprehensif, selain memerlukan 

pemahaman tentang Islam juga memerlukan pemahaman yang memadai tentang pengetahuan 

ekonomi umum mutakhir. Keterbatasan dalam pemahaman Islam akan berakibat pada tidak 

dipahaminya sistem ekonomi Islam secara utuh dan menyeluruh, mulai dari aspek 

fundamental ideologis sampai pemahaman konsep serta aplikasi praktis. Akibatnya tidak 

jarang pemahaman yang muncul, hanya menganggap bahwa sistem ekonomi Islam tidak 

berbeda dengan sistem ekonomi umum yang selama ini ada hanya minus sistem ribawi 

ditambah dengan zis (zakat, infak, sedekah) juga disertai adanya prinsip-prinsip akhlak yang 

diperlukan dalam kegiatan ekonomi. Sebaliknva, keterbatasan dalam pemahaman tentang 

ekonomi umum mutakhir (kapitalis dan sosialis) akan berakibat pada anggapan bahwa sistem 

ekonomi Islam tidak memiliki konsep operasional, namun hanya memiliki konsep-konsep 

teoritis dan moral seperti yang terdapat pada hukum-hukum fikih tentang muamalah, seperti 

perdagangan, sewa-menyewa, simpan-pinjam dan lain-lain. Dengan kata lain sistem ekonomi 

Islam hanya berada pada tatanan konsep teoritis namun tidak memiliki konsep operasional 

praktis seperti halnya sistem ekonomi lainnya.
1
 Akibatnya muncul anggapan sistem ekonomi 

Islam hanya berisi garis-garis besar tentang ekonomi saja, tetapi tentang rinciannya tidak 

ada. Karenanya untuk memahami sistem ekonomi Islam selain memerlukan pemahaman 

tentang Islam secara utuh, juga memerlukan pemahaman tentang pengetahuan ekonomi 

umum mutakhir.  

Pemahaman Islam diperlukan untuk memahami prinsip-prinsi ekonomi Islam secara 

utuh, yang merupakan bagian dari sistem Islam keseluruhan. Atau dengan kata lain agar 

falsafah, tujuan dan strategi operasional dari sistem ekonomi Islam dapat dipahami secara 

komprehensip.
2
 Dengan demikian tidak lagi ada anggapan bahwa sistem ekonomi Islam 

tidak memiliki landasan filosofis, politis, maupun strategis. 

Demikian juga pemahaman tentang pengetahuan ekonomi umum mutakhir diperlukan 

untuk memahami sistem ekonomi Islam, agar falsafah, tujuan, dan strategi sistem ekonomi 

Islam dapat diterapkan secara praktis dalam konteks dunia modern.Telah kita ketahui 

bersama model dan bentuk transaksi ekonomi berkembang pesat dibandingkan dengan 

beberapa abad yang lalu. Karenanya diperlukan pemahaman yang baik dan benar terhadap 

ekonomi umum mutakhir agar sistem ekonomi Islam dapat diterapkan secara praktis dalam 

kehidupan pribadi, masyarakat dan negara. Perlu disampaikan bahwa sistem ekonomi Islam 

adalah sistem ekonomi yang selain memiliki bangunan konsep teoritis yang utuh, juga 

memiliki konsep operasional praktis. Sistem ekonomi Islam bahkan sudah pemah diterapkan 

secara nyata sejak Rasulullah SAW mendirikan negara Islam di Madinah hingga menjelang 

runtuhnya Daulah Khilafah Islamiyah di Turki. Sistem ekonomi Islam selama berabad-abad 

diterapkan secara praktis dalam kehidupan individu, masyarakat dan bemegara. Baru ketika 

undang-undang yang berasal dari Barat tentang keuangan dan perdagangan masuk ke negeri 

Islam pada tahun 1276 H (1858 M), kemudian sistem ekonomi Islam tidak diterapkan secara 

                                                             
1
 Chapra, M. U. 1999. Islam dan Tantangan Ekonomi : Islamisasi Ekonomi Kontemporer (Terjemahan). 

Penerbit Risalah Gusti. Surabaya.hlm.39. 
2
 Al-’Assal, A.M & Fathi Ahmad Abdul Karim. 1999. Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam 

(Terjemahan). Penerbit CV. Pustaka Setia. Jakarta. hlm.45. 
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utuh. Pada saat itu Daulah Khilafah Utsmaniyah mulai mengambil undang-undang keuangan 

dan perdagangan (Qanun Al Huquuq wat Tijarah) yang berasal dari Barat. Bahkan setelah 

runtuhnya Daulah Khilafah Islamiyah di Turki pada tahun 1924 M, maka sistem ekonomi 

Islam, seperti halnya sistem politik pemerintahan Islam, sistem pendidikan Islam dan lain-

lain sudah ditinggalkan. Akibatnya umat hingga saat ini hanya mengenal sistem ekonomi 

yang berasal dari barat namun tidak mengenal sistem ekonomi Islam secara utuh.
3
  

Sistem ekonomi Islam mempunyai perbedaan yang mendasar dengan sistem ekonomi 

manapun termasuk kapitalis maupun sosialis. Perbedaan itu tidak hanya mencakup falsafah 

ekonominya, namun juga pada konsep-konsep pokoknya serta pada tataran praktisnya. 

Meskipun terdapat perbedaan yang fundamental antara sistem ekonomi Islam dengan sistem 

ekonomi lainnya, namun tidak dipungkiri bahwa pada tataran rincian praktis dijumpai 

beberapa persamaan. Namun pada hakikatnya terdapat perbedaan antara sistem ekonomi 

Islam dengan sistem ekonomi lainnya karena landasan sistem ekonominya berbeda . Diantara 

perbedaan yang mendasar berkaitan masalah kepemilikan harta kekayaan.  

PEMBAHASAN 

Pengertian Kepemilikan Dalam Islam  

Pengertian Kepemilikan dalam Islam "Kepemilikan" sebenarnya berasal dari bahasa 

Arab dari akar kata "malaka" yang artinya memiliki. Dalam bahasa Arab "milk" berarti 

kepenguasaan orang terhadap sesuatu (barang atau harta) dan barang tersebut dalam 

genggamannya baik secara riil maupun secara hukum. Dimensi kepenguasaan ini 

direfleksikan dalam bentuk bahwa orang yang memiliki sesuatu barang berarti mempunyai 

kekuasaan terhadap barang tersebut sehingga ia dapat mempergunakannya menurut 

kehendaknya dan tidak ada orang lain, baik itu secara individual maupun kelembagaan, yang 

dapat menghalang-halanginya dari memanfaatkan barang yang dimilikinya itu. Contohnya 

Ahmad memiliki sepeda motor. Ini berarti bahwa sepeda motor itu dalam kekuasaan dan 

genggaman Ahmad. Dia bebas untuk memanfaatkannya dan orang lain tidak boleh 

menghalanginya dan merintanginya dalam menikmati sepeda motornya.  

Para fukoha memberikan batasan-batasan syar'i "kepemilikan" dengan berbagai 

ungkapan yang memiliki inti pengertian yang sama. Di antara yang paling terkenal adalah 

definisi kepemilikan yang mengatakan bahwa "milik" adalah hubungan khusus seseorang 

dengan sesuatu (barang) di mana orang lain terhalang untuk memasuki hubungan ini dan si 

empunya berkuasa untuk memanfaatkannya selama tidak ada hambatan legal yang 

menghalanginya.
4
 Batasan teknis ini dapat digambarkan bahwa ketika ada orang yang 

mendapatkan suatu barang atau harta melalui cara-cara yang dibenarkan oleh syara', maka 

terjadilah suatu hubungan khusus antara barang tersebut dengan orang yang memperolehnya. 

Hubungan khusus yang dimiliki oleh orang yang memperoleh barang (harta) ini 

memungkinkannya untuk menikmati manfaatnya dan mempergunakannya sesuai dengan 

                                                             
3
 An-Nabhani,Taqiyuddin, 2009. Sistem Ekonomi Islam (Terjemahan). Penerbit  Al-Azhar Press. Bogor. hlm.9. 

4
 An-Nabhani,Taqiyuddin, 2009. Sistem Ekonomi Islam (Terjemahan). Penerbit  Al-Azhar Press. Bogor. 

hlm.13. 
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keinginannya selama ia tidak terhalang hambatan-hambatan syar'i seperti gila, sakit ingatan, 

hilang akal, atau masih terlalu kecil sehingga belum paham memanfaatkan barang.  

Dimensi lain dari hubungan khusus ini adalah bahwa orang lain, selain si empunya, tidak 

berhak untuk memanfaatkan atau mempergunakannya untuk tujuan apapun kecuali si 

empunya telah memberikan ijin, surat kuasa atau apa saja yang serupa dengan itu kepadanya. 

Dalam hukum Islam, si empunya atau si pemilik boleh saja seorang yang masih kecil, belum 

balig atau orang yang kurang waras atau gila tetapi dalam hal memanfaatkan dan 

menggunakan barang-barang "miliknya" mereka terhalang oleh hambatan syara' yang timbul 

karena sifat-sifat kedewasaan tidak dimiliki. Meskipun demikian hal ini dapat diwakilkan 

kepada orang lain seperti wali, washi (yang diberi wasiat) dan wakil (yang diberi kuasa untuk 

mewakili).  

Konsep Kepemilikan Harta Kekayaan Dalam Ekonomi Islam 

Perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah dalam hal 

konsep kepemilikan harta. Pandangan tentang kepemilikan harta berbeda antara sistem 

ekonomi Sosialis dengan sistem ekonomi Kapitalis serta berbeda juga dengan sistem 

ekonomi Islam. Kepemilikan harta (barang dan jasa) dalam Sistem Sosialis dibatasi dari segi 

jumlah (kuantitas), namun dibebaskan dari segi cara (kualitas) memperoleh harta yang 

dimiliki. Artinya cara memperolehnya dibebaskan dengan cara apapun yang yang dapat 

dilakukan. Sedangkan menurut pandangan Sistem Ekonomi Kapitalis jumlah (kuantitas) 

kepemilikan harta individu berikut cara memperolehnya (kualitas) tidak dibatasi, yakni 

dibolehkan dengan cara apapun selama tidak mengganggu kebebasan orang lain.
5
 Sedangkan 

menurut sistem ekonomi Islam kepemilikan harta dari segi jumlah (kuantitas) tidak dibatasi 

namun dibatasi dengan cara-cara tertentu (kualitas) dalam memperoleh harta (ada aturan 

halal dan haram). 

Demikian juga pandangan tentang jenis kepemilikan harta. Di dalam sistem ekonomi sosialis 

tidak dikenal kepemilikan individu (private property). Yang ada hanya kepemilikan negara 

(state property) yang dibagikan secara merata kepada seluruh individu masyarakat. 

Kepemilikan negara selamanya tidak bisa dirubah menjadi kepemilikan individu. Berbeda 

dengan itu di dalam Sistem Ekonomi Kapitalis dikenal kepemilikan individu (private 

property) serta kepemilikan umum (public property). Perhatian Sistem Ekonomi Kapitalis 

terhadap kepemilikan individu jauh lebih besar dibandingkan dengan kepemilikan umum. 

Tidak jarang kepemilikan umum dapat diubah menjadi kepemilikan individu dengan jalan 

privatisasi. Berbeda lagi dengan Sistem Ekonomi Islam, yang mempunyai pandangan bahwa 

ada kepemilikan individu (private property), kepemilikan umum (public property) serta 

kepemilikan negara (state property). Menurut Sistem Ekonomi Islam, jenis kepemilikan 

umum khususnya tidak boleh diubah menjadi kepemilikan negara atau kepemilikan 

individu.
6
 

 

                                                             
5
 An-Nabhani,Taqiyuddin, 2009. Sistem Ekonomi Islam (Terjemahan). Penerbit  Al-Azhar Press. Bogor. 

hlm.21-28  
6
 An-Nabhani,Taqiyuddin, 2009. Sistem Ekonomi Islam (Terjemahan). Penerbit  Al-Azhar  Press. Bogor. 

hlm.60-63. 
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Konsep Pengelolaan Kepemilikan Harta kekayaan Dalam Ekonomi Islam 

Perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah dalam hal 

konsep pengelolaan kepemilikan harta, baik dari segi nafkah maupun upaya pengembangan 

kepemilikan. Menurut sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, harta yang telah dimiliki dapat 

dipergunakan (konsumsi) ataupun di kembangkan (investasi) secara bebas tanpa 

memperhatikan aspek halal dan haram serta bahayanya bagi masyarakat.
7
 Sebagai contoh, 

membeli dan mengkonsumsi minuman keras (khamr) adalah sesuatu yang dibolehkan, 

bahkan upaya pembuatannya dalam bentuk pendirian pabrik-pabrik minuman keras 

dilegalkan dan tidak dilarang. 

Sedangkan menurut Islam harta yang telah dimiliki, pemanfaatan (konsumsi) maupun 

pengembangannya (investasi) wajib terikat dengan ketentuan halal dan haram. Dengan 

demikian maka membeli, mengkonsumsi barang-barang yang haram adalah tidak 

diperkenankan (dilarang). Termasuk juga upaya investasi berupa pendirian pabrik barang-

barang haram juga dilarang. Karena itulah memproduksi, menjual, membeli dan 

mengkonsumsi minuman keras adalah sesuatu yang dilarang dalam sistem ekonomi Islam. 

 Konsep Distribusi Harta kekayaan di Tengah Masyarakat. 

Perbedaan lainnya antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah 

dalam hal konsep distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Menurut sistem ekonomi 

sosialis, distribusi kekayaan di tengah masyarakat dilakukan oleh negara secara mutlak. 

Negara akan membagikan harta kekayaan kepada individu rakyat dengan sama rata, tanpa 

memperhatikan lagi kedudukan dan status sosial mereka. Akibatnya adalah meskipun seluruh 

anggota masyarakat memperoleh harta yang sama, namun penghargaan yang adil terhadap 

jerih payah setiap orang menjadi tidak ada. Sebab berapapun usaha dan produktivitas yang 

mereka hasilkan, tetap saja mereka memperoleh pembagian harta (distribusi) yang sama 

dengan orang lain, meskipun orang tersebut memberikan jerih payah yang kecil atau bahkan 

sama sekali tidak bekerja. Karena itulah sistem ekonomi sosialis menolak mekanisme pasar 

(harga) dalam distribusi kekayaan.
8
 

Berbeda juga dengan sistem ekonomi kapitalis yang lebih mengandalkan pada 

mekanisme pasar (harga) dan menolak sejauh mungkin peranan negara secara langsung 

dalam mendistribusikan harta di tengah masyarakat. Menurut mereka mekanisme harga 

(pasar) dengan invisible hands-nya akan secara otomatis membuat distribusi kekayaan di 

tengah masyarakat. Karena itulah maka sistem ekonomi kapitalis akan mengabaikan setiap 

orang yang tidak mampu mengikuti mekanisme pasar dengan baik. Seolah-olah menurut 

mereka hanya orang-orang yang mampu mengikuti makanisme pasar artinya mampu 

mengikuti persaingan pasarlah yang layak hidup. Sedangkan orang-orang lemah, jompo, 

cacat tidaklah layak untuk hidup, sebab hanya menjadi beban masyarakat.
9
 

                                                             
7
 Az-Zain, S. A. 1981. Syari’at Islam : Dalam Perbincangan Ekonomi, Politik dan Sosial sebagai Studi 

Perbadingan (Terjemahan). Penerbit Husaini. Bandung.hlm.108. 
8
 Magnis-Suseno, F 1999. Pemikiran Karl Marx : Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme. 

Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. hlm.65. 
9
 Mubyarto. 1999. Reformasi Sistem Ekonomi : Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan. Penerbit 

Aditya Media. Yogyakarta. hlm.35. 
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Sedangkan sistem ekonomi Islam, dalam hal distribusi kekayaan di tengah masyarakat, selain 

mengandalkan mekanisme ekonomi yang wajar juga mengandalkan mekanisme non 

ekonomi. Dalam persoalan distribusi kekayaan yang timpang di tengah masyarakat, Islam 

melalui sistem ekonomi Islam telah menetapkan berbagai mekanisme tertentu yang 

digunakan untuk mengatasi persoalan distribusi.
10

 

Mekanisme distribusi yang ada dalam sistem ekonomi Islam secara garis besar dapat 

dikelompokkan menjadi dua kelompok mekanisme, yaitu (1) apa yang disebut mekanisme 

ekonomi dan (2) mekanisme non-ekonomi. Mekanisme ekonomi adalah mekanisme utama 

yang ditempuh oleh Sistem Ekonomi Islam untuk mengatasi persoalan distribusi kekayaan. 

Mekanisme dijalankan dengan jalan membuat berbagai ketentuan yang menyangkut kegiatan 

ekonomi yang berkaitan dengan distribusi kekayaan. Dengan sejumlah ketentuan-ketentuan 

yang menyangkut berbagai kegiatan ekonomi tertentu, diyakini distribusi kekayaan itu akan 

berlangsung normal. Namun jika mekanisme ekonomi tidak dapat atau belum mampu 

berjalan untuk mengatasi persoalan distribusi, baik karena sebab-sebab alamiah yang 

menimbulkan kesenjangan, atau pun kondisi-kondisi khusus seperti karena bencana alam, 

kerusuhan dan lain sebagainya, maka Islam memiliki sejumlah mekanisme non-ekonomi 

yang dapat digunakan untuk mengatasi persoalan distribusi kekayaan. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Sistem Ekonomi Islam sangat berbeda dengan 

Sistem Ekonomi Kapitalis yang untuk terjadinya distribusi kekayaan mengandalkan (hanya) 

kepada mekanisme (harga) pasar. Mereka percaya bahwa dengan menggenjot produksi, 

tangan tak kelihatan (the invisible-hand) dalam mekanisme pasar akan mengatur distribusi 

kekayaan secara rasional. Bila kesejahteraan individu dicapai, resultantenya akan tercipta 

pula kesejahteraan bersama.
11

 

Kenyataannya, tangan-tangan tak kelihatan itu tidaklah muncul dengan sendirinya dalam 

mekanisme pasar. Dengan pola seperti itu, yang terjadi justru yang kaya makin kaya dan 

yang miskin bertambah miskin. Kesejahteraan bersama menjadi sekadar harapan. Fenomena 

perkampungan kumuh, getho, atau apapun namanya, yang merupakan kantong-kantong 

penduduk miskin di tengah gemerlapnya kota metropolitan di berbagai belahan dunia sebagai 

bentuk kesenjangan ekonomi yang sangat mencolok, merupakan bukti sangat nyata dari 

kegagalan sistem distribusi yang sekadar mengandalkan mekanisine pasar. Tangan tak 

kelihatan yang diharapkan itu temyata tidak dengan sendirinya muncul. 

Tegasnya, distribusi kekayaan secara lebih baik tidak bisa dilakukan bila hanya 

mengandalkan mekanisme ekonomi saja (itupun banyak kegiatan seperti berbagai jenis 

kegiatan ribawi, juga judi, yang bila dicermati justru menimbulkan hambatan terhadap 

lancarnya distribusi kekayaan). Maka mestinya harus ada pula mekanisme non ekonomi yang 

dapat diterapkan untuk mengatasi persoalan distribusi. 

Menurut An-Nabhaniy, atas dasar pandangan di atas maka asas yang dipergunakan untuk 

membangun sistem ekonomi menurut pandangan Islam berdiri di atas tiga pilar 
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(fundamental) yakni : (1) bagaimana harta diperoleh yakni menyangkut kepemilikan (al-

milkiyah), (2) bagaimana pengelolaan kepemilikan harta (tasharruf fil milkiyah), serta (3) 

bagaimana distribusi kekayaan di tengah masyarakat (tauzi’ul tsarwah bayna an-naas).
12

 

Pilar Pertama : Pandangan Tentang Kepemilikan (AI-Milkiyyah) 

Kepemilikan merupakan izin As-Syari’ (Allah SWT) untuk memanfaatkan zat tertentu. 

Oleh karena itu, kepemilikan tersebut hanya ditentukan berdasarkan ketetapan dari As-Syari’ 

(Allah SWT) terhadap zat tersebut, serta sebab-sebab pemilikannya. Jika demikian, maka 

pemilikan atas suatu zat tertentu, tentu bukan semata berasal dari zat itu sendiri, ataupun dan 

karakter dasarnya yang memberikan manfaat atau tidak. Akan tetapi kepemilikan tersebut 

berasal dari adanya izin yang diberikan Allah SWT untuk memiliki zat tersebut, sehingga 

melahirkan akibatnya, yaitu adanya pemilikan atas zat tersebut menjadi sah menurut hukum 

Islam. 

a. Makna Kepemilikan  

Kepemilikan (property), dari segi kepemilikan itu sendiri, pada hakikatnya merupakan 

milik Allah SWT, dimana Allah SWT adalah Pemilik kepemilikan tersebut sekaligus juga 

Allahlah sebagai Dzat Yang memiliki kekayaan. Dalam hal ini Allah SWT berfirman : “Dan 

berikanlah kepada mereka, harta (milik) Allah yang telah Dia berikan kepada kalian.”(QS. 

An-Nuur : 33) 

Oleh karena itu, harta kekayaan itu adalah milik Allah semata. Kemudian Allah SWT 

telah menyerahkan harta kekayaan kepada manusia untuk diatur dan dibagikan kepada 

mereka. Karena itulah maka sebenarnya manusia telah diberi hak untuk memiliki dan 

menguasai harta tersebut. Sebagaimana firman-Nya : berimanlah kamu kepada Allah dan 

Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu 

menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan 

(sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (QS. Al-Hadid : 7) 

Dari sinilah kita temukan, bahwa ketika Allah SWT menjelaskan tentang status asal 

kepemilikan harta kekayaan tersebut, Allah SWT menyandarkan kepada diri-Nya, dimana 

Allah SWT menyatakan “Maalillah” (harta kekayaan milik Allah). Sementara ketika Allah 

SWT menjelaskan tentang perubahan kepemilikan kepada manusia, maka Allah 

menyandarkan kepemilikan tersebut kepada manusia. Dimana Allah SWT menyatakan 

dengan firman-Nya : Dan harta kekayaan yang kamu usahakan. (QS. At-Taubah : 24);  

“Dan hartanya tidak bermanfaat baginya, bila ia telah binasa.” (QS. Al-Lail:11) 

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa hak milik yang telah diserahkan kepada manusia 

(istikhlaf) tersebut bersifat umum bagi setiap manusia secara keseluruhan. Sehingga manusia 

memiliki hak milik tersebut bukanlah sebagai kepemilikan bersifat rill. Sebab pada dasarnya 

manusia hanya diberi wewenang untuk menguasai hak milik tersebut. Oleh karena itu agar 

manusia benar-benar secara riil memiliki harta kekayaan (hak milik), maka Islam 

memberikan syarat yaitu harus ada izin dari Allah SWT kepada orang tersebut untuk 

memiliki harta kekayaan tersebut. Oleh karena itu, harta kekayaan tersebut hanya bisa 

                                                             
12

 An-Nabhani,Taqiyuddin, 2009. Sistem Ekonomi Islam (Terjemahan). Penerbit  Al-Azhar Press. Bogor. 

hlm.47. 

http://www.issn.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1592812543&3326&&
http://www.issn.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1562144799&1&&


 
  
 

Eco-Iqtishodi 
Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah 
Volume 2,  Nomor 2, Januari 2021 
E-ISSN: 2775-1457-- P-ISSN: 2685-2721 

  

 

 

 114 

 

 

dimiliki oleh seseorang apabila orang yang bersangkutan mendapat izin dari Allah SWT 

untuk memilikinya. 

b. Macam-Macam Kepemilikan  

An-Nabhaniy mengemukakan bahwa kepemilikan (property) menurut pandangan Islam 

dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:
13

 

1) Kepemilikan Individu (private property) 

Kepemilikan individu adalah ketetapan hukum syara’ yang berlaku bagi zat ataupun 

manfaat (jasa) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk 

memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi – jika barangnya diambil 

kegunaannya oleh orang lain seperti disewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan 

zatnya seperti dibeli – dari barang tersebut. Oleh karena itu setiap orang bisa memiliki 

kekayaan dengan sebab-sebab (cara-cara) kepemilikan tertentu. 

An-Nabhaniy mengemukakan, dengan mengkaji secara komprehemsif hukum-hukum 

syara’ yang menentukan pemilikan seseorang atas harta tersebut, maka akan nampak bahwa 

sebab-sebab kepemilikan tersebut terbatas pada lima sebab berikut ini :
14

 

a) Bekerja; 

b) Warisan; 

c) Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup; 

d) Harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat; 

e) Harta-harta yang diperoleh oleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga 

apapun. 

2). Kepemilikan Umum (collective property) 

Kepemilikan umum adalah izin As-Syari’ kepada suatu komunitas untuk sama-sama 

memanfaatkan benda. Sedangkan benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan 

umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh Allah SWT dan Rasulullah saw 

bahwa benda-benda tersebut untuk suatu komunitas dimana mereka masing-masing saling 

membutuhkan. Berkaitan dengan pemilikan umum ini, hukum Islam melarang benda tersebut 

dikuasai hanya oleh seseorang akan sekelompok kecil orang. Dan pengertian di atas maka 

benda-benda yang termasuk dalam kepemilikan umum dapat dikelompokkan menjadi tiga 

kelompok :
15

 

a) Benda-benda yang merupakan fasilitas umum, dimana kalau tidak ada di dalam suatu 

negeri atau suatu komunitas, maka akan menyebabkan kesulitan dan orang akan 

berpencar-pencar dalam mencarinya 

                                                             
13

 An-Nabhani,Taqiyuddin, 2009. Sistem Ekonomi Islam (Terjemahan). Penerbit  Al-Azhar Press. Bogor. 

hlm.64. 
14

 An-Nabhani,Taqiyuddin, 2009. Sistem Ekonomi Islam (Terjemahan) . Penerbit  Al-Azhar Press. Bogor. 

hlm.71. 
15

 An-Nabhani,Taqiyuddin, 2009. Sistem Ekonomi Islam (Terjemahan). Penerbit  Al-Azhar Press. 

Bogor.hlm.238. 

http://www.issn.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1592812543&3326&&
http://www.issn.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1562144799&1&&


 
  
 

Eco-Iqtishodi 
Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah 
Volume 2,  Nomor 2, Januari 2021 
E-ISSN: 2775-1457-- P-ISSN: 2685-2721 

  

 

 

 115 

 

 

Yang merupakan fasilitas umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan 

manusia secara umum.  

b) Bahan tambang yang jumlahnya sangat besar. 

Bahan tambang dapat dikiasifikasikan menjadi dua, yaitu bahan tambang yang sedikit 

(terbatas) jumlahnya, yang tidak termasuk berjumlah besar menurut ukuran individu, serta 

bahan tambang yang sangat banyak (hampir tidak terbatas) jumlahnya. Barang tambang 

yang sedikit (terbatas) jumlahnya termasuk milik pribadi, serta boleh dimiliki secara 

pribadi, dan terhadap bahan tambang tersebut diberlakukan hukum rikaz (barang temuan), 

yang darinya harus dikeluarkan khumus, yakni 1/5 bagiannya (20%). Adapun bahan 

tambang yang sangat banyak (hampir tidak terbatas) jumlahnya, yang tidak mungkin 

dihabiskan oleh individu, maka bahan tambang tersebut termasuk milik umum (collective 

property), dan tidak boleh dimiliki secara pribadi.  

Yang juga dapat dikategorikan sebagai kepemilikan umum adalah benda-benda yang sifat 

pembentukannya mencegah hanya dimiliki oleh pribadi. Hal ini karena benda-benda 

tersebut merupakan benda yang tercakup kemanfaatan umum. Yang termasuk ke dalam 

kelompok ini adalah jalan raya, sungai, masjid dan fasilitas umunn lainnya. Benda-benda 

ini dari segi bahwa merupakan fasilitas umum adalah hampir sama dengan kelompok 

pertama. Namun meskipun benda-benda tersebut seperti jenis vang pertama, namun 

benda-benda tersebut berbeda dengan kelompok yang pertama, dari segi sifatnya, bahwa 

benda tersebut tidak bisa dimiliki oleh individu. Barang-barang kelompok pertama dapat 

dimiliki oleh individu jika jumlahnya kecil dan tidak menjadi sumber kebutuhan suatu 

komunitas. Misalnya sumur air, mungkin saja dimiliki oleh individu, namun jika sumur 

air tersebut dibutuhkan oleh suatu komunitas maka individu tersebut dilarang 

memilikinya. Berbeda dengan jalan raya, mesjid, sungai dan lain-lain yang memang tidak 

mungkin dimiliki oleh individu. 

3). Kepemilikan Negara (state property) 

Harta-harta yang terrnasuk milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum 

muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang negara, dimana negara dapat 

memberikan kepada sebagian warga negara, sesuai dengan kebijakannya. Makna 

pengelolaan oleh negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki negara untuk 

mengelolanya semisal harta fai, kharaj, jizyah dan sebagainya.
16

 

Meskipun harta milik umum dan milik negara pengelolaannya dilakukan oleh negara, 

namun ada perbedaan antara kedua bentuk hak milik tersebut. Harta yang termasuk milik 

umum pada dasamya tidak boleh diberikan negara kepada siapapun, meskipun negara dapat 

membolehkan kepada orang-orang untuk mengambil dan memanfaatkannya. Berbeda dengan 

hak milik negara dimana negara berhak untuk memberikan harta tersebut kepada individu 

tertentu sesuai dengan kebijakan negara. 
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Pilar Kedua : Pengelolaan Kepemilikan (at-tasharruf fi al milkiyah) 

Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. kemudian Allah 

telah menyerahkannya kepada manusia untuk menguasi harta tersebut melalui izin-Nya 

sehingga orang tersebut sah memiliki harta tersebut. Adanya pemilikan seseorang atas harta 

kepemilikian individu tertentu mencakup juga kegiatan memanfaatkan dan mengembangkan 

kepemilikan harta yang telah dimilikinya tersebut. Setiap muslim yang telah secara sah 

memiliki harta tertentu maka ia berhak memanfaatkan dan mengembangkan hartanya. Hanya 

saja dalam memanfaatkan dan mengembangkan harta yang telah dimilikinya tersebut ia tetap 

wajib terikat dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan pemanfaatan 

dan pengembangan harta. 

Pilar Ketiga : Distribusi Kekayaan di Tengah-tengah Manusia 

Karena distribusi kekayaan termasuk masalah yang sangat penting, maka Islam 

memberikan juga berbagai ketentuan yang berkaitan dengan hal ini. Mekanisme distribusi 

kekayaan kepada individu, dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebab-sebab kepemilikan 

serta transaksi-transaksi yang wajar. Hanya saja, perbedaan individu dalam masalah 

kemampuan dan pemenuhan terhadap suatu kebutuhan, bisa juga menyebabkan perbedaan 

distribusi kekayaan tersebut di antara mereka. 

Selain itu perbedaan antara masing-masing individu mungkin saja menyebabkan 

terjadinya kesalahan dalam distribusi kekayaan. Kemudian kesalahan tersebut akan 

membawa konsekuensi terdistribusikannya kekayaan kepada segelintir orang saja, sementara 

yang lain kekurangan, sebagaimana yang terjadi akibat penimbunan alat tukar yang fixed, 

seperti emas dan perak. Oleh karena itu, syara’ melarang perputaran kekayaan hanya di 

antara orang-orang kaya namun mewajibkan perputaran tersebut terjadi di antara semua 

orang. Allah SWT berfirman : 

 “Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara 

kamu.” (QS. Al-Hasyr : 7) 

 

KESIMPULAN 

Secara umum mekanisme yang ditempuh oleh sistem ekonomi Islam dikelompokkan 

menjadi dua, yakni mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Mekanisme ekonomi 

yang ditempuh sistem ekonomi Islam dalam rangka mewujudkan distribusi kekayaan 

diantara manusia yang seadil-adilnya, adalah dengan sejumlah cara, yakni : 

1. Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab kepemilikan 

dalam kepemilikan individu. 

2. Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya pengembangan 

kepemilikan (tanmiyah al-milkiyah) melalui kegiatan investasi. 

3. Larangan menimbun harta benda walaupun telah dikeluarkan zakatnya. Harta yang 

ditimbun tidak akan berfungsi ekonomi. Pada gilirannya akan menghambat distribusi 

karena tidak terjadi perputaran harta. 
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4. Mengatasi peredaran kekayaan di satu daerah tertentu saja dengan menggalakkan 

berbagai kegiatan syirkah dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan. 

5. Larangan kegiatan monopoli, serta berbagai penipuan yang dapat mendistorsi pasar. 

6. Larangan judi, riba, korupsi, pemberian suap dan hadiah kepada penguasa. 

7. Pemanfaatan secara optimal hasil dari barang-barang (SDA) milik umum (al- milkiyah 

al-amah) yang dikelola negara seperti hasil hutan, barang tambang, minyak, listrik, air 

dan sebagainya demi kesejahteraan rakyat. 

Didorong oleh sebab-sebab tertentu yang bersifat alamiah, misalnya keadaan alam yang 

tandus, badan yang cacat, akal yang lemah atau terjadinya musibah bencana alam, 

dimungkinkan terjadinya kesenjangan ekonomi dan terhambatnya distribusi kekayaan 

kepada orang-orang yang memiliki keadaan tersebut. Dengan mekanisme ekonomi biasa, 

distribusi kekayaan dapat saja tidak berjalan karena orang-orang yang memiliki hambatan 

yang bersifat alamiah tadi tidak dapat mengikuti derap kegiatan ekonomi secara normal 

sebagaimana orang lain. Bila dibiarkan saja, orang-orang itu, termasuk mereka yang tertimpa 

musibah (kecelakaan, bencana alam dan sebagainya) makin terpinggirkan secara ekonomi. 

Mereka akan menjadi masyarakat yang rentan terhadap perubahan ekonomi. Bila terus 

berlanjut, bisa memicu munculnya problema sosial seperti kriminalitas (pencurian, 

perampokan), tindakan asusila (pelacuran) dan sebagainya, bahkan mungkin revolusi sosial. 

Untuk mengatasinya, Islam menempuh berbagai cara. Pertama, meneliti apakah 

mekanisme ekonomi telah berjalan secara normal. Bila terdapat penyimpangan, misalnya 

adanya monopoli, hambatan masuk (barrier to entry) baik administratif maupun non-

adminitratif dan sebagainya, atau kejahatan dalam mekanisme ekonomi (misalnya 

penimbunan), harus segera dihilangkan. Bila semua mekanisme ekonomi berjalan sempuma, 

tapi kesenjangan ekonomi tetap saja terjadi, Islam menempuh cara kedua, yakni melalui 

mekanisme non-ekonomi. Cara kedua ini bertujuan agar di tengah masyarakat segera 

terwujud keseimbangan (al-tawazun) ekonomi, yang akan ditempuh dengan beberapa cara. 

Pendistribusian harta dengan mekanisme non-ekonomi tersebut: 

1. Pemberian harta negara kepada warga negara yang dinilai memerlukan. 

2. Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada para mustahik. 

3. Pemberian infaq, sedekah, wakaf, hibah dan hadiah dari orang yang mampu kepada yang 

memerlukan. 

4. Pembagian harta waris kepada ahli waris dan lain-lain. 
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